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ABSTRAK

keberadasn seksi maupun korban sangatlah penting dalam proses pengungkapan suvatu kasus pidana.
mahami akan pentingnya posisi seoreng saksi dan Eorban diperlukanlzh perlindungan bagi mereka. Melalui
deng-Undang Momer 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UUPSE) dibenmklzh sebuah
baga yeng dapat mengakomedir dan memberikan perlindungan terhadep saksi dan korban vuite Lembaga
lindungan Saksi Dan Korben (LPSK). Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dischutkan
wa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertugas dan berwenang memberikan peclindungan dan hak-hak
kepada saksi dan/atau korban, Permasalalian dalam wlisan ini adalal @ pertame, bagaimana perlindungan saksi
korban wvang dilakukan oleh Lembagn Perlindungan Saksi Dun Korban, Kedua, hambatan apa saja vang
dapi aleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban delam melindungi saksi dan korhan. ketigs, upaya apa saja
: dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Suksi Dan Korban dalam optimalisasi perlindunean saksi dan Xorban.
vde penefitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu pendekatan masalsh denpan melihat dan mengkaji
i dan ketentuan bukum yang berlaku kemudian melihat bagaimana pelaksanaannya di lapanoan. Dari hasil
:litian memperlthatkan bahwa @ a), perlindungan vang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
o dapat dilakekan apabila saksi danfatan korban mengajukan permolionan. b). dalam pulaksanaan tugas
berian perlindungen, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban menemui hambatzan baik dari sisi kelembagaan
ri belum lengkapnya sarana dan praserzna vang dimiliki oleh Lembagsa Perlindungan Saksi Dan Korban,
pus dari sisi aturan hukem seperti masil tetjadinys disharmaonisasi peraluran perundang-undangan vang terkai
wan perlindungan saksi dan korban. c). optimalisasi perlindungan saksi dan karban dilakukan dengen mengatasi
batan wang ditemui serta melakukan kegialan vang dituangkan kedolam rencana stratesis Lembaga
indungan Saksi Dan Korban.
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BABI
PENDAHULU AN
A. Latar Belakang

Sakslt merupakan salah sat unsur yang sangat diperlukan dan penting
dalam keberhasilan suatu proses peradilan pidana, Banvak sekali kasus vang tidak
terunghkap akibat tidak adanyva saksi vang dapat mencukung tupgas penegak hukum,
Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangal menentukan
dalam suatu proses peradilan pidana.

keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini
kurang mendzpatkan perhatian oleh masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus
yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan
korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat
ancaman dari pihak tertentu’,

Dialam rangka menumbubkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap
tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan
perlindungan hukum dan keamanan kepada seliap orang yang mengetahui atag
menemukan suatu hal yang dapat membantuy mengungkap tindak pidana yang
telah tegadi dan melaporkan hal terscbut kepuda penegak hukum. Hal tersehut
harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas pelaporannya
sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya.

Dengan perlindungan tersebut maka diharapkan akan terciptanya suatu keadaan

' Ariefaldi Wirgunegara, § Seplember 2009, §PSK {Sebnl Komentar Dan Havgpan |,
diskses melalui blog arizka werganegare,com.Hari Senin tanggal 18 mel 2009 pukol 2358 WIE.



yang memungkinkan masyarakar tidak lapi takut melaporkan sustu tindak pidana
vang diketahuinyva”.

Saksi adalah mereka yang mempunyai pengetahuan sendini herdasarkan
apa yang dialaminya, dilihatnya, danfatan didenpamya berkenaan denrgarn dugaan
terjadinya suam tindak pidana’. Derdasarkan definisi tersebut, maka tidaklah
mustahil saksi adalah juga korban pihak yang dirugikan dari perisiwa tersebut.
Saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan
sebuah peristiwa vang menjadi objel pemeriksanan di muks persidangan. Saksi,
bersama alat bukti lain, akan membantu hakim wniuk menjatubkan putusan yvang
adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang dibeberkan,

Pada sast memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan
keterangan vang sebenar-benamva, Untuk ine saksi perlue merasa aman dan bebas
saat dipenksa di muka persidangan, Ia tidak boleh ragu-ragu  menjelaskan
peristiwa yang schenarnya, walau mungkin keterangannya itu memberatkan si
terdakwa. Maka Pasal 173 KUHAP memberkan kewenangan kepada majelis
hakim untuk memungkinkan seorang  saksi didengar  keterangannva tanpa
kehadiran terdakwa, Alasannya jelas yakni mengakomodic kepentingsn saksi
sehingga ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebib lehmsa
tanpa rasa takut, khawatin, ataupun tertekan.

Tanpa kesaksian dari korban atas tindakan kekerasan yang dialaminya,

fukum dan keadilan tidak dapat ditegakkan, Tanpa sistem perilindungan yang
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BARB IV

PENUTUP

A, KESIMPULAN

Dari uralan yang telah dikemuokakan di atas dapat penulis ambil

Lesimpulan ;

L. LPSK baru dapat memberikan perlindungan terhadap saksi dan

ba

korban dalam suatu kasus tindak pidima apabila telah adanya

permohonan vang disampaikan oleh  saksi dan/atan korban ing

sendiri atau dari pihak ketiga seperti keluarganya, kuassa hukumnya

ataupun dari pejabal yvang berwenang.

Hambatan-hambatan vang dihadapi oleh [.PSE Dalam Menjalankan

Tugasnya Untuk Melindungi Saksi Dan Korban dapat «ilihat :

FL

Dari sisi kelembagaan vaitu Belum lengkapnyva sarapa dan
prasarana vang dimiliki oleh LPSK dalam menjalakan tugasnya
untuk memberikan prlindungan terhadap saksi dan korban,
Kurangnya sumber dava manusin (SDA) vang dibutuhkan oleh
LPSK  dalam  melaksanakan tugas  dan lungsinya  dan
Keterbatasan akses masyarakat dalam mengajukan permahonan
perlindungan kepada LPSK.

Dari sisi aturan hukum vaitu Masih terjadinva disharmonisasi
peraturan perundang-undangan dan Masih belum lengkapnya
peraluran intemal LPSK yang dapat menunjang kelancara

pemberian perlindungan terhadap sakst dag korban,
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